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SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Simpulan

Studi ini menganalisa pengaruh belanja pembangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel

intervening dengan menggunakan sampel 38 yang terdiri dari 9 Kota dan 29

Kabupaten di Jawa Timur.

L

Simpulan yang diambil yaitu:

Belanja pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

Berdasarkan tabel 4.3 (Lampiran 1) diperoleh nilai t hitung untuk
belanja pembangunan adalah -0.920 dengan tingkat signifikansi 0,361
(P>0,005). Hal ini berarti hipotesis I di tolak, belanja pembangunan tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja pembangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

Berdasarkan tabel 4.4 (Lampiran 2) diperoleh nilai t hitung untuk
belanja pembangunan adalah 13,561 dengan signifikansi 0,000 (P<0,05).
Hal ini berarti hipotesis II diterima, belanja pembangunan berpengaruh
terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Belanja pembangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

melalui pertumbuhan ekonomi Kota/Kabupaten di Jawa Timur.
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Berdasarkan tabel 4.4 (Lampiran 2) diperoleh nilai t hitung untuk
belanja pembangunan adalah 13,561, nilai t hitung untuk’ pertumbuhan
ekonomi adalah 4,085 dan dengan. tingkat signifikani 0,000 (P<0,05).
Kedua-duanya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah namun
hubungan yang terjadi adalah hubungan langsung. Hal ini berarti
hipotesis III ditolak, belanja pembangunan berpengaruh langsung

terhadap Pendapatan Asli Daerah tanpa melalui pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan
perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan-
keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
1. Sampel yang digunakan hanya 38 yang terdiri dari 9 Kota dan 29
Kabupaten di Jawa Timur. |
2. Data yang digunakan adalah data untuk dua tahun yaitu tahun 2005 dan

tahun 2006

Saran

Dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka dapat diberikan saran
sebagai berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel, misalnya

dengan menggunakan sampel seluruh propinsi di Indonesia.
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2. Untuk penelitian selanjutnya data yang digunakan tidak hanya 2 tahun
karena belum cukup meniberikan gambaran terkait dengan petumbuhan

ekonomi.
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